WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG
TATA CARA PENDEPOSITOAN UANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG PANJANG

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan belum adanya pengaturan
tentang tata cara pemindahan dana dari Rekening Kas
Umum Daerah dalam rangka penempatan deposito pada
Bank selain Bank Pemegang Rekening Kas Umum
Daerah, perlu diatur dalam pasal tersendiri;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Padang Panjang tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun
2014 tentang Tata Cara Pendepositoan Uang Milik
Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah  Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
perbankan (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomo 10 Tahun 1998
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 182, Tabahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Repiblik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);



Menetapkan

10.

11.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tabahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tabahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tabahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah ( Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun
2008 Nomor 8 Seri E.2);

Peraturan Derah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun
2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun
2010 Nomor 15 Seri D.2).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 12
TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENDEPOSITOAN
UANG MILIK DAERAH



PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang
Panjang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pendepositoan Uang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Padang
Panjang Tahun 2014 Nomor 12 Seri E.9) diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) BUD menetapkan nominal uang milik daerah yang
akan didepositokan dengan terlebih dahulu
mendapatkan  persetujuan  Walikota  sebagai
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Daerah.

(2) BUD menandatangani surat perjanjian deposito,
atas nama Walikota.

(3) Surat deposito disimpan oleh BUD sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal,
yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

Penyetoran uang milik daerah yang akan didepositokan
dilaksanakan dengan mekanisme BUD mengeluarkan
surat perintah kepada Bank pemegang Rekening Kas
Umum Daerah untuk mentransfer sejumlah uang dari
Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penampung
pada Bank tujuan penempatan deposito, untuk
selanjutnya diterbitkan bilyet deposito atas nama
Pemerintah Daerah sebesar nilai transfer oleh Bank
tujuan deposito.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 6 Juli 2015

WALIKOTA PADANG PANJANG,
dto
HENDRI ARNIS

Diundangkan di: Padang Panjang
Pada tanggal : 6Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

SYAHDANUR

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2015 NOMOR 13 SERI E.9





